PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI UNDANG- UNDANG ( PERPU)
47 TAHUN 1960 (47/1960)
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH Tl NGKAT | SULAVES| SELATAN TENGGARA
DAN DAERAH TI NGKAT | SULAWESI UTARA- TENGAH

Presi den Republik | ndonesia,

Meni nbang

a. bahwa dal am rangka pelaksanaan WManifesto Politik Republik
I ndonesia tanggal 17 Agustus 1959 untuk kel ancaran jal annya
penerint ahan di daerah-daerah tingkat Il yang telah di bentuk di

Sul awesi dan untuk nencapai bentuk susunan ket atanegaraan yang
seragam diseluruh wlayah Negara kedua daerah propinsi
admnistratif yang dimaksud pada Peraturan Presiden No. 5
tahun 1960 perlu segera diubah masing-nasing nenjadi Daerah
tingkat I;

b. bahwa karena keadaan nenaksa soal tersebut diatur dengan
Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang- undang;

Mengi ngat

1. Pasal 22 ayat (1) Undang-undang Dasar ;

2. Undang-undang No. 1 tahun 1957 (Lenbaran-Negara 195, No. 6
Tanmbahan Lenbaran- Negara No. 1143) tentang Pokok-pokok
Penerintahan Daerah yang telah diubah dengan Undang-undang
No. 73 tahun 1957 (Lenbaran-Negara 1957 No. 159) dan Undang-
undang No. 6 tahun 1958 (Lenbaran- Negara 1958 No. 15, Tanbahan
Lenbar an- Negara No. 1542);

3. Undang- undang No. 29 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No. 74
Tanbahan Lenbaran-Negara No. 1822) tentang Penbent ukan Daer ah-
daerah Tingkat 11 di Sul awesl;

4. Penet apan Presiden No. 6 tahun 1959 (Lenbaran-Negara 1959 No.
129, Tanbahan Lenbaran-Negara No. 1896) tentang Penerintah
Daer ah (di senpur nakan);

5. Penet apan Presiden No. 5 tahun 1960 (Lenbaran-Negara 1960 No.
103, Tambahan Lenbaran-Negara No. 2042) tentang Dewan
Per waki | an Rakyat Daerah Got ong- Royong dan Sekretariat Daerah;

Mendengar
Menteri Pertama, Menteri Keamanan Nasi onal dan Menteri Dal am Negeri
& Gtonom Daer ah;
VEMUTUSKAN:
Menet apkan :
Peraturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang penbentukan
Daerah Tingkat | Sulawesi Selatan Tenggara dan Daerah Tingkat |
Sul awesi W ar a- Tengah.
BAB |
KETENTUAN UMM

Pasal 1.



(1) Wl ayah yang neliputi daerah Propinsi-propinsi Admnistratif
Sul awesi Sel atan dan Sul awesi Ut ara, sebagai di naksud dal am
Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960 nasi ng- masi ng di bent uk
sebagai daerah tingkat | yang berhak nengatur dan nengurus
rumah tangganya sendiri dan yang berturut-turut di namakan:

a. Daerah Tingkat | Sul awesi Sel at an- Tenggara dan

b. Daerah Ti ngkat | Sul awesi Utara-Tengah

(2) Sel anjutnya dal am ket ent uan- ket entuan yang beri kut, apabil a
tidak ditentukan secara |ain, kedua daerah tersebut dal am
ayat (1) pasal ini disebut "Daerah".

Pasal 2.

(1) Penerintah Daerah Tingkat | Sul awesi Sel atan-Tenggara dan
Sul awesi Ut ar a- Tengah masi ng- masi ng ber kedudukan di Makasar dan
Menado.

(2) Jika perkenbangan keadaan di Daer ah nenghendaki nya, maka
atas usul Dewan Perwaki |l an Rakyat Daerah yang ber sangkut an,

t enpat kedudukan Penerintah tersebut dalam ayat (1) pasal ini
dapat di pi ndahkan dengan keputusan Menteri Dal am Negeri dan
QG onom Daerah kel ain tenpat dal am w | ayah Daer ahnya.

(3) Dal am keadaan darurat tenpat kedudukan Penerintah Daerah
unt uk senentara waktu dapat di pi ndahkan kel ain tenpat ol eh Kepal a
Daer ahnya.

Pasal 3.

(1) Dengan tidak nengurangi ketentuan termaksud pada pasal 7
ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1957 jo. Undang-
undang No. 73 tahun 1957 dan pasal 1 ayat (2) Penetapan Presiden
No. 5 tahun 1960, Dewan Perwakil an Rakyat Daerah Sul awesi

Sel at an- Tenggara dan Sul awesi Ut ara- Tengah masi ng-masing terdiri
atas 35 orang anggot a.

(2) Juml ah anggot a Badan Penerintah Harian Daerah Sul awesi
Sel at an- Tenggara dan Sul awesi Ut ara- Tengah masi ng-masing terdiri
atas 5 orang anggot a.

BAB ||
TENTANG URUSAN RUVAH TANGGA DAERAH DAN
KEWAJ| BAN DAERAH

Pasal 4.

Dengan tidak nmengurangi ketentuan pada pasal 31 ayat (1) Undang-
undang No. 1 tahun 1957 serta dengan nenper hati kan tugas Daer ah-
daerah yang ada dan nyata-nyata tel ah dijal ankan ol eh Daer ah-
daerah tingkat |1 dalam w | ayah Daerahnya, urusan rumah tangga
dan kewaj i ban Daerah neliputi



A Urusan tata usaha Daerah :

1. menyusun dan nenyel enggar akan Sekretari at Daerah serta
penbagi annya menur ut yang di perl ukan;

2. menyel enggar akan segal a sesuatu. yang ber hubungan dengan
urusan kepegawai an, perbendaharaan, peneliharaan harta
dan mlik Daerah, serta lain-lain hal untuk nelancarkan
pekerjaan Daer ah.

B. Urusan koordi nasi dari kepentingan bersama dari daerah ti ngkat
bawahan dan pengawasan atas j al annya peneri ntahan daer ah
bawahan itu.

C. Urusan-urusan di | apangan perekonom an dan kesej aht eraan, yang
di atur secara berangsur-angsur dengan Peraturan Penerintah.

BAB |||

TENTANG HAL- HAL YANG BERSANGKUTAN DENGAN KEWENANGAN
HAK TUGAS DAN KEWAJI BAN DAERAH

Pasal 5.
Tent ang pegawai - pegawai daer ah.

(1) Dengan tidak nengurangi hak untuk nmengangkat pegawai Daerah
t er maksud dal am pasal 53 Undang-undang No. 1 tahun 1957
maka unt uk nmenyel enggar akan hal - hal yang termasuk urusan
rumah tangga dan kewaji ban Daerah, setel ah nendengar
pertinbangan Kepal a Daerah yang bersangkutan, dengan
keputusan Menteri yang bersangkutan dapat :

a. di serahkan pegawai Negara untuk di angkat nenjadi pegawai

Daer ah;
b. di per bant ukan pegawai Negara unt uk di pekerjakan kepada Daer ah.

(2) Dengan nengi ngat peraturan-peraturan yang ada nengena
pegawai - pegawai Negara, nmaka dengan keputusan Menteri yang
ber sangkut an dapat di adakan ket ent uan- ket entuan tentang
kedudukan pegawai Negara yang di serahkan atau di per bant ukan
kepada Daer ah.

(3) Pemi ndahan pegawai Negara yang di per bant ukan kepada Daerah ke
daerah yang |l ain, diatur oleh Menteri yang bersangkut an
sesudah nendengar perti nbangan Kepal a Daerah yang
ber sangkut an.

(4) Penenpat an dan pem ndahan pegawai - pegawai Negara yang
di per bant ukan kepada Daerah di dal am w | ayah daer ahnya,
di atur ol eh Kepal a dan di beritahukan kepada Menteri yang
ber sangkut an.

(5) Penenpat an dan kenai kan pangkat dan gaji dari pegawai yang
di per bant ukan nmenurut ketentuan dal am ayat (4) huruf b pasal
i ni di sel enggarakan ol eh Departenen yang bersangkutan dengan
menper hat i kan perti nbangan Kepal a Daer ah

(6) Kenai kan gaji berkal a, penberian istirahat, baik istirahat
t ahunan, istirahat besar maupun istirahat karena sakit/haml



dan sebagai nya dari pegawai - pegawai Negara yang
di per bant ukan kepada Daerah di putus ol eh Kepal a Daer ah
menur ut per at uran- peraturan yang berl aku.

Pasal 6.
Tentang hal tanah, bangunan, gedung dan lain-lain
sebagai nya.

(1) Tanah, bangunan, gedung dan barang- barang tidak bergerak
[ ai nnya mlik Penerintah yang di butuhkan ol eh Daerah untuk
menmenuhi tugas kewaji bannya, di serahkan kepada Daer ah dal am
hak mli k atau di serahkan untuk di pakai atau di serahkan
dal am pengel ol aan guna keper| uannya berdasarkan atau atas
kuasa peraturan ini.

(2) Barang-barang i nventaris, dan barang-barang bergerak |ainnya
yang di but uhkan untuk nenyel enggar akan urusan rumah t angga
dan kewaj i ban Daer ah, di serahkan kepada Daer ah dal am hak
mlik.

(3) Segal a hut ang- pi ut ang yang ber sangkut an dengan hal - hal yang
di serahkan kepada Daerah, nul ai saat penyerahan tersebut
menj adi tanggungan Daer ah, dengan ketentuan bahwa
penyel esai an soal -soal yang tinbul nengenai itu dapat
di m nta pada Peneri nt ah.

(4) Untuk penyel enggaraan tugas kewaji ban Daerah. Menteri yang
ber sangkut an nenyer ahkan kepada Daerah jun ah bi aya yang
sebel um penyerahan urusan itu ternmasuk dal am anggar an
bel anj a Depart enennya.

BAB |V
KETENTUAN - PERALI HAN
Pasal 7.

(1) Gubernur Sul awesi Sel atan dan Gubernur Sul awesi Ut ara pada
saat nul ai berl akunya peraturan ini terus nenjal ankan tugas
kewaj i ban Kepal a Daer ah sebagai mana di maksud dal am Penet apan
Presiden No. 6 tahun 195 9 (di senpurnakan) jo. Penetapan Presiden
No. 5 tahun 1960, masing-masi ng untuk Daerah Tingkat | Sul awesi
Sel at an- Tenggara dan Daerah Tingkat | Sul awesi Utara - Tengah.

(2) Dewan Perwakil an Rakyat Daerah ternmaksud pada pasal 3 ayat
(1) di bentuk berdasarkan Penetapan Presiden No. 5 tahun 1960 dan
di namakan Dewan Perwaki | an Rakyat Daer ah Got ong- Royong.

(3) Selama masi h bel um dapat di bentuk Dewan Perwakil an Rakyat
Daer ah Got ong- Royong termaksud pada ayat (2) pasal ini, maka
segal a tugas kewaj i bannya dij al ankan ol eh Kepal a Daerah yang
ber sangkut an.

Pasal 8.



Ket ent uan- ket ent uan dal am per at ur an- per at uran yang nasi h
ber| aku hi ngga pada saat nul ai berl akunya peraturan ini, yang
di t et apkan ol eh penguasa- penguasa yang berwenang dahul u di daer ah,
t er masuk peraturan-peraturan polisi, sepanjang peraturan-
peraturan itu nengatur hal -hal yang nmenurut peraturan ini
termasuk urusan rumah tangga Daerah, terus berl aku dal am daer ah
hukummya masi ng- masi ng sebagai perat ur an- perat uran yang
di t et apkan ol eh Penerintah Daerah tingkat | yang bersangkut an.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP.
Pasal 9.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini di nanakan
"Per aturan Penbent ukan Daerah Tingkat | Sul awesi Sel atan-Tenggar a
dan Daerah Ti ngkat | Sul awesi Utara-Tengah".

Pasal 10.

Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang ini nul ai
ber| aku pada hari tanggal 1 Januari 1961.

Agar supaya setiap orang dapat nengetahui nya neneri nt ahkan
pengundangan Per at uran Peneri ntah Pengganti Undang-undang i ni
dengan penenpat an dal am Lenbar an- Negara Republi k | ndonesi a.

Di t etapkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desenber 1960.
Presi den Republi k Indonesi a,

SUKARNG,

Di undangkan di Jakarta
pada tanggal 13 Desenber 1960.
Pej abat Sekretaris Negara,

SANTCSO

PENJ ELASAN
PERATURAN PEMERI NTAH PENGGANTI  UNDANG- UNDANG
No. 47 TAHUN 1960
TENTANG
PEMBENTUKAN DAERAH TI NGKAT | SULAWESI SELATAN-
TENGGARA DAN DAERAH TI NGKAT |
SULAVEESI UTARA TENGAH.

. UMM

1. Unt uk nenpercepat per kenbangan peneri nt ahan daer ah- daerah yang



ber hak mengat ur dan nengurus rumah tangganya sendiri naka
dengan Undang-undang No. 29 tahun 1959 sel uruh Sul awesi
tel ah di bagi nenjadi 37 Daerah-daerah Tingkat I1I.

2. Sebagai | angkah | anjutan di pandang perlu sel ekas-I| ekasnya
menbent uk Daer ah-daerah otonomtingkat |, yang di sanping
mengat ur dan nengurus runmah-tangganya sendiri, bertugas pula
unt uk nmengkoordi nir dan nengawasi daer ah-daerah tingkat 11
yang tel ah ada.

3. Berhubung dengan itu maka dirasa perlu segera nenet apkan
Per aturan Penerintah Pengganti Undang-undang tentang
penbent ukan Daer ah-daer ah Ti ngkat | Sul awesi
Sel at an- Tenggara dan Sul awesi Ut ara-Tengah ini, yang
mengat ur penbent ukan Daer ah-daerah Tingkat | di Sul anesi
yang hi ngga ki ni nerupakan 2 Propinsi admnistratif yang
di adakan nenurut Peraturan Presiden No. 5 tahun 1960.

4. Dengan dem ki an nmaka tercapail ah keseragaman dal am penbent ukan
Daer ah- daerah Ti ngkat | diseluruh w|ayah kekuasaan Negara
Republ i k |1 ndonesi a.

I'l. PASAL DEM PASAL

Cukup j el as.

CATATAN

Kut i pan: LEMBARAN NEGARA DAN TAVBAHAN LEMBARAN NEGARA TAHUN 1960
YANG TELAH DI CETAK ULANG

Sunber: LN 1960/ 151; TLN NO. 2102



